BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

! PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

! NOMOR || ;';I‘AHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN \MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI SERTA PENUNJUKAN STAF
SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN

TUNTUTAN GANTI RUGI KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI. SUMBA TIMUR,

1

Menimbang : a. bahwa dalam rangka' efektlﬁtas dan efisiensi tugas dan tanggung
jawab  staf Sekretanat Majelis  Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi perlu dibentuk
keanggotaan Majelis Pertmp.bangan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi serta penunjukan staf Sekretariat Majelis
Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Bupah Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan ;| Majelis  Pertimbangan  Tuntutan
Perbendaharaan dan ‘Tun{utan Ganti Rugi serta Penunjukan Staf
Sekretariat Majelis Plertlmbangan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah ngkat II 'dalam Wilayah.-Da erah-daerah Tingkat I
Bali;) Nusa Tenggara | ’Baratl dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesm Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk LIndones1a Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia “Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Neg Ja Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1|Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang . Nomor 1‘5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4400); ﬁ.
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13.

. Undamg-Undang Nomor 15 Tahun 20006 tentang Badan Pemeriksa
Kcuangan (Lembaran Negara keopublik Indonesia Tahun 2006
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4654);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
scbagaimana teclah diubdh beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesxa Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nc,lfnor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyvelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintala Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322); : ’

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Daerah dan Instrukol Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 1997,

Peraturan Menteri Dalam'lNegen Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata. Cara Penatausahaan dan Pen'yusunan Laporan
Pert, anggung]awaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Pera turan Menteri Dplam ‘Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Peddman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomlor 547);

Peraf"uran Menteri Dalammegerl Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penge'olaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); §«
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14. Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2014
{entang Tuntutan Pecrbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi
Kcuangan dan Barang Milik Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Timur Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 531});

15. Peraturan Bupati Sumba: Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi serta Penunjukan Staf Sekretariat Majelis
Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Berita Dacrah Kabupaten
Sumba Timur Nomor 600); sebagaimana telah diubah beberapa kali
ter? khir dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 44 Tahun
2023 tentang Perubahanj[Keempat atas Peraturan Bupati Sumba
Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Majelis
Perﬁmbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
serfa Penunjukan Staf Sékretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Sumba Timur
(Bef; ita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 Nomor 41,
Taq7bahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1062);

'e
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEN[BENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
SERTA PENUNJUKAN STAF SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI 'KABUPATEN SUMBA TIMUR.

i
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2016
tentang Majelis Pertfmballgan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
serta Penunjukan Staf Sekretariat Majelis ‘Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat
atas Lampiran II Pératuran Bupati Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan MaJeh\ s Pertimbangan ’L‘lmtutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi serta Penun]ukan Staf Sekretanat Majelis Pertimbangan Tuntutan

Perbendaharaan. dan Tuntutan Ganti Rugl Kabupaten Sumba Timur, diubah

sebagai berikut: N

1. Ketentuan dalam! Lampiran I diubah, Iiselengkapnya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I»Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam[ Lampiran 1 diubah, selengkapnya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I[\Peraturan Bupati 1n1§

3
l
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.g-
f _'

{ Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 1§ .1-702%

¥ BUPATI SUMBA'TIMU%

{ | o KHRISTOFEL/PRAING
i |
%\? A
Diundangkan di Wa[ingapu )l
pada tanggal ’ ‘l
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMEA TIMUR, 1— {

kUMBU NGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR.....
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LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 11 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS
PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI
RUGI SERTA PENUNJUKAN STAF SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI
RUGI KABUPATEN SUMBA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KABUPATEN SUMBA TIMUR

|;° Jabatan dalam Instansi / Nama Ié:;i:ilfrkir
1 | Bupati Sumba Timur Pembina
2 | Wakil Bupati Sumba Timur Wakil Pembina
. ' Ketua
3 | Sekretaris Daerah Kabuplaten Sumba Timur merangkap
! Anggota
, Wakil Ketua I
4 | Inspektur Kabupaten Sumba Timur merangkap
| Anggota
5 ’?fiitz: Administrasi Umwflm Sekda Kabupaten Sumba Wrigaﬁzg?) B
; ! Anggota
6 | Kepala BKAD Kab. Sumba Timur Sekretaris
7 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda A
e nggota
|| Kabupaten Sumba Timur
8 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda g
Kabupaten Suraba Timur HeRga
9 | Kepala BK & PSDMD Kabupaten Sumba Timur Anggota
10 ?;Eilra Bagian Hukum pailda Setda Kabupaten Sumba iagls
11 | Kepala Bidang Aset pada ' BKAD Kabupaten Sumba Timur Anggota

«tBUPATI SUMBA ZIMUR;

: i | (;KHRISTOFEL PRAING
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR
TENTANG

PERUBAHAN

KELIMA ATAS PERATURAN

TAHUN 2025

BUPA

SUMBA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTAN

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN

TUNTUT/

\ PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI SER

' PENUNJUKAN

STAF SEKRETARIAT MAJEL

PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN Df
TUNTUTAN GANTI RUGI KABUPATEN SUMBA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN STAF SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
TUI\*T{JTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KABUPATEN SUMBA TIMUR

!

: Keduduk
No Jabatan dalam Instansi / Nama d:l:muTi: KETERANGAN
1 | Sekretaris BK AD Kab. Sumba Timur Staf Sekretariat
2 | Sekretaris Inspektorat Kab. Sumba Timur Staf Sekretariat
| . | Kepala Bidang Akuntansi pada BKAD Kab. Staf Sekretariat
Sumba Timur
4 Kepala Bldang. Perbendaharaan pada BKAD Staf Sekretariat
Kab. Sumba Timur
Perancang Peraturan Perundang-undangan ;
B pada Bag. Hukum Setda Kab. Sumba Timur &4ad Selisetapiat
6 Penyuluh Hukum pada Bag. Hukum Setda Staf Sekretariat
Kab. Sumba Timur
Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan S iat
_7 pada BKAD Kabupaten Sumba Timur Staf Sckretayia
Kepala Sub Bidang Akuntansi iBelan ja pada 7
8 BKAD Kabupaten Sumba Tumur Staf Sebystapiak
o | Analis I(el:langan Pusat/Daerah (Bid. Staf Sekretariat
< | Akuntansi) i
10 | Dorce Wale Dimu, ST Staf Sekretariat
11 | Arianto Umbu Ngund juawang,S-Kom Staf Sekretariat
12 | Frits Ngongo Bili i Staf Sekretariat
13 | Yeri : Staf Sekretariat
)
14 | Maria Eltina Silinda, AMd | Staf Sekretariat
15 | Louis Pengky Alexzandro Rihi, zSH Staf Sekretariat J 5
1 I
5 .
L4

‘r BUPATI SUMBA TIMU%/
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BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR || TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI SERTA PENUNJUKAN STAF
SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN

TUNT:JTAN GANTI RUGI KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,

Mecnimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi tugas dan tanggung
jawab  staf  Sekretariat Majelis Pertimbangan  Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi perlu dibentuk
keanggotaan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi serta penunjukan staf Sekretariat Majelis
Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gant: Rugi;

b. bahwa berdasarkan f)ertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan ’I‘uni utan Ganti Rugi serta Penunjukan Staf
Sekretariat Majelis pertlrr\bangan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Sumba Timur;

[e—y

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Mengingat :

2. Undang-Undang Nomor 17'Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(l.embaran Negara Republllk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tammahan Lembaran Nega a Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang—Unda.ng Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara IL(Iepubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor S,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Unds ng-Undang ,Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tapggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);}

b
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11.

12,

13.

0.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4654),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
scbagaimana telah diubsh beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Pcraturan Pemerintah Nowmor 27 Tahun 20J)4 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533); sebageimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atdls Peraturan Pemerifitah Nomor 27 Tshun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tah1ﬂ1 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Per',.\turan Pemerintah Ndmor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahgaln Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Necgeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Daerah dan Instruk51 Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 1997; !

Peraturan Menteri Dalamj|Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang

Tata  Cara  Penatausahaan dan  Penyusunan  Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barahg Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);4}

P |
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14. Per!aturan Dacrah Kabupeten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2014
teniang Tunfutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti  Rugi
Keuangan dan Barang Milik Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Timur Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 531);

15. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi serita Penunjukan Staf Sekretariat Majelis
Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Berita Daerah Kabupaten
Sumba Timur Nomor 600); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 44 Tahun
2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sumba
Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Majelis
Pertimbangan Tuntutan Ferbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
serta Penunjukan Staf Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Sumba Timur
(Bcnta Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Berita Daerah K.abupaten Sumba Timur Nomor 1062);

I

; MEMUTUSKAN:
Menctapkan : PERATURAN BUPALI‘I TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016
TE:TANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
SERTA PENUNJUKAN STAF SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN ,TUl\]TUTAN PERBENDAHARAAN  DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI' KABUPATEN SUMBA TIMUR.
i ! !
i‘ \ 5.'
: | Pasal I
Beberapa ketentuan. dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2016
tentang Majelis Pertlmbangan ’I‘untutan Pegbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
serta Penunjukan Staf Sekretariat Mq]ehs Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntuten Ganti Rugi sebagallmana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Bupati Sumba Timur NomQr 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat
atas Lampiran I Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Majehs Pertimbangan ’I‘untutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi serta PenunJukan Staf Se‘kretanat Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Gantx Rugl Kabupaten Sumba Timur, diubah
sebagai berikut: i } i

1. Ketentuan dalam Lampiran I dilibah, iselengkapnya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Bupatf! ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran II dit:;ibah,lI selengkapnya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.gn

'ai fal
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Pasal 1I
|

Peraturan Bupati lm mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
: .
¢ |
Agar seta p orang n?gengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

.. h
Ind engan penempetannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba T'unur.ﬁ—

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal (1§ 1-72 02

. ¥ BUPATI SUMBA-TIMU

LK
¢ TOFEI;AI G

Diundangkan di Waingapu

pada tanggal :
SEKRETARIS DAERAH i
KABUPATEN SUMBA TIMUR, .t- !

- ———

gUMBU NGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR.....

I

e e

- r—-
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 11 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS

i PERTIMBANGAN TUNTUTAN

' PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI

RUGI SERTA PENUNJUKAN STAF SEKRETARIAT

| MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN

|: PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI
RUGI KABUPATEN SUMBA TIMUR

i
|

SUSU% AN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
: KABUPATEN SUMBA TIMUR

Jabatan dalam Instansi / Nama Ié:;iali;lu’ll‘:ia;
Bupati Sumba Timur Pembina
Wakil Bupati Sumba Timur Wakil Pembina
, Ketua
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur merangkap
Anggota
Wakil Ketua I
Inspektur Kabupaten Sumba Timur merangkap
Anggota
Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sumba Wakil Ketua II
- ; ' merangkap
Timus Anggota
Kepala BKAD Kab. Sumba Timur Sekretaris
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda
Kabupaten Sumba Timur Anggota
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Kabupaten Sumba Timur Anggota
Kepala BK & PSDMD Kabupaten Sumba Timur Anggota
’Ilf.epala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Aniota
imur
Kepala Bidang Aset pada BKAD Kabupaten Sumba Timur Anggota
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LAMPIRAN 1II
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPA
SUMBRA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTAN
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUT/
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI SER’

PENUNJUKAN

STAF

SEKRETARIAT

MAJEL

PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN Df
TUNTUTAN GANTI RUGI KABUPATEN SUMBA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN STAF SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
TUIP\ITUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KABUPATEN SUMBA TIMUR

l
. |
No e r' Kedudukan
| He Jabatan dalam Instans;i / Nama dalam Tim KETERANGAN
. I
1 | Sekretaris BKAD Kab. Sumba ?‘imu’r; Staf Sekretariat
I
2 | Sekretaris Inspektorat Kab. Sumba Timur Staf Sekretariat
| - Kepala Bl:d'a'ng Akuntansi pada BKAD Kab. Staf Selivatariat
| | Sumba Timur
4 | Kepala B1d;,1ng Perbendaharaan pada BKAD Staf Seleretasiat
Kab. Sumba Timur
Perancang Peraturan Perundang-undangan Q —_—
8 pada Bag. Hukum Setda Kab. Sumba Timur it Selirataziat
6 Penyuluh Huk}lm pada Bag. Hukum Setda Staf Sekretariat
Kab. Sumba Timur |
Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan -
v pada BKAD Kabupaten Sumba Timur Staf Sekretariat
Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja pada :
8 BKAD Kabupaten Sumba Timur Staf Sekretariat
a Analis Kel..langan Pusat/Daerah (Bid, Staf Sekretariat
= | Akuntansi) ;
10 | Dorce Wale Dimu, ST | Staf Sekretariat
11 | Arianto Umbu Ngundjuawang,S.Kon1 Staf Sekretariat
12 | Frits Ngongo Bili ] Staf Sekretariat
[ 1
13 | Yeri Staf Sekretariat
: = T
14 | Maria Eltina Silinda, A.Md Staf Sekretariat
15 | Louis Pengky Alexzandro Rihi, SH Staf Sekretariat g
7

-
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